PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA

JALAN AWANG LONG No. 06 Telp. (0548 ) 21097, 21794
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR
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SURAT PERJANJ IAN KERJA (SPK) PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BONTANG UTARA
Halaman 1 dari 3 NOMOR SPK: 027/ 45 /SPK/KEC-BU
PAKET PEKERJAAN :
TENAGA KONTRAK DAERAH
Pengelola Kegiatan Pemberdayaan TANGGAL SPK : 04 Januari 2021
Masyarakat
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 12 (Dua Belas) bulan
RINJIAN GAJI PER BULAN
Gaji Per Bulan Brutto = 3.200.000
Gaji Per Bulan Brutto = 3.200.000 x 12 = 38.400.000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/ -
- untuk WP sendiri = 54.000.000
- tambahan karena kawin = 4.500.000
- tambahan untuk anak = 4500.000 x 0 = 0 +
Jumlah 58.500.000 -
Pendapatan Kena Pajak -20.100.000
Tarif Pasal 17 ayat (1)
1-50.000.000,- » 5% = -20.100.000 x 5% = -1.005.000
> 50.000.000 - 250.000.000,- » 15% = 0 x 15% = 0
> 250.000.000 - 500.000.000,- » 25% = 0 x 25% = 0
> 500.000.000,- » 35% = 0 x 35% = 0+
-1.005.000
PPh per bulan = -1.005.000 : 10 = 0
Gaji Diterima Per Bulan = 3.200.000 - 0 = 3.200.000
Terbilang: 7IGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

SI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK terlampir.
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Nomor: 027/ 45 /SPK/KEC-BU

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Satu yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama : Drs. H. Zainuddin, M.Si
NIP : 19660817 200312 1001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Plt. Camat

Bertindak untuk dan atas nama Camat Bontang Utara (Perangkat Daerah) selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Srihastuti,S.K.M

Tempat, Tanggal Lahir : Kampiri, 16 Desember 1994

Pendidikan { St

Unit Kerja : Kelurahan Bontang Baru

Jabatan : Pengelola Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Bertinda untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut
Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan program kerja seksi/bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
pedoman yang telah ditetapkan

Membantu membuat jadwal kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan Kelurahan

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Melaporkan pelaksanaan hasil tugas kepada atasan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
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Pasal 2
Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 3.200.000,- ( tiga juta dua
ratus ribu rupiah ) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang - undangan.

Pasal 3
Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 04 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA
a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan;
b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak
kerja;
¢. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;
(2) HAK PIHAK KEDUA
a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
c. Dapat diberikan cuti/izin yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Pasal 5
(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
a.  Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
b.  Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
¢.  Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
d.  Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0.54% disesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;




(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur dan bertanggung jawab;
Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;

Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;

Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan;

Membayar premi BP]S Kesehatan sebesar 1 % dari gaji;
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Pasal 6

Larangan
PIHAK KEDUA dilarang :
Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik pratik
Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
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Pasal 7
Sanksi
(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :
a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja selama 15 (lima belas) menit diberikan Surat
Peringatan;
c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari bertutut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan
diberhentikan;
d. Melanggar larangan pada pasal 6 huruf b, ¢, d dan e akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi
untuk perpanjangan kontrak berikutnya;
(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
a. Surat peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran
diberikan Surat Peringatan Kedua;
b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk
perpanjangan kontrak;

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian

(1) Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir
apabila PIHAK KEDUA :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Diberhentikan karena:
1) Tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
2) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
3) Kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK
PERTAMA;
4) Terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukan
pengurangan PIHAK KEDUA;
(2) Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu
sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9
Addendum
Hal-hal belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini
akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang
merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2
(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing
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(3) Kewajiban PIHAK KEDUA
f. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur dan bertanggung jawab;
g. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
h. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
i.  Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan;
j.  Membayar premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji;

Pasal 6
Larangan
PIHAK KEDUA dilarang :
g. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
h. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
i.  Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
j.  Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik pratik
k. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Pasal 7
Sanksi
(3) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :
e. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
f.  Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja selama 15 (lima belas) menit diberikan Surat
Peringatan;
g. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari bertutut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan
diberhentikan;
h. Melanggar larangan pada pasal 6 huruf b, ¢, d dan e akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi
untuk perpanjangan kontrak berikutnya;
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
c.  Surat peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran
diberikan Surat Peringatan Kedua;
d. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk

perpanjangan kontrak;

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian

(3) Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir
apabila PIHAK KEDUA :
d. Meninggal dunia;
e. Mengundurkan diri;
f.  Diberhentikan karena :
5) Tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
6) Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
7) Kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK
PERTAMA;
8) Terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukan
pengurangan PIHAK KEDUA;
(4) Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu
sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9
Addendum
Hal-hal belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini
akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang
merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2
(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing
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PEMERINTAH KOTABONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA

JALAN AWANG LONG NO. 06 Telp. (0548) 21097, 21794
BONTANG-KALIMANTANTIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 45 /SPMK/KEC-BU

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama :  Drs. H. Zainuddin, M.Si
NIP : 196608172003121001
Pangkat/Gol. Ruang :  Pembina TK.I (IV/a)
Jabatan : Plt. Camat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/ 45 /SPK/KEC-BU  Tanggal 04 Januari 2021
bersama ini memerintahkan :

Srihastuti,S.K.M

Selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/
Teknis Perkantoran Kelurahan Bontang Baru

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

1. Macam pekerjaan . Pengelola Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

2. Tanggal mulai kerja : 04 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama 12 (Dua Belas) bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

31 Desember 2021.

Bontang, 04 Januari 2021

Menerima dan Menyetujui :
Tenaga Kontrak Daerah
Pengelold fegiatan Pemberdayaan Masyarakat

-

Srihastuti,S.K.M



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Srihastuti,S.K.M

Tempat, Tanggal Lahir  : Kampiri, 16 Desember 1994

Pendidikan y 8.1

Unit Kerja : Kelurahan Bontang Baru

Jabatan : Pengelola Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Petugas Paten

2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja
Nomor : 027/ 45 /SPK/KEC-BU tanggal 04 Januari 2021

3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di
dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah

4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS

Demikian surat pernyataanini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 04 Januari 2021



